
 

 

 

 

 

 

I.  PENDAHULUAN 

 

 

 

A. LATAR BELAKANG 

 

Pidana denda merupakan salah satu jenis pidana yang telah lama diterima dan 

diterapkan dalam sistem hukum di berbagai negara dan bangsa di dunia. Akan tetapi, 

pengaturan dan tata cara penerapan pidana denda pada satu negara dengan negara 

lainnya memiliki perbedaan sesuai dengan kondisi dan perkembangan masyarakat di 

masing-masing wilayah negara, contohnya di Indonesia. Indonesia memiliki Hukum 

Islam dan Hukum Adat yang dijalankan atau diterapkan di dalam kehidupan 

masyarakatnya sebagai pedoman. Di dalam Hukum Islam dan Hukum Adat, pidana 

denda yang dalam hal ini bersifat sebagai pengganti kerugian yang diakibatkan oleh 

suatu peristiwa pelanggaran hukum.
1
 

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 10, pidana dibagi menjadi 

pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana 

penjara, pidana kurungan, dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri 

dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan 

pengumuman putusan hakim. Pidana penjara adalah salah satu bentuk pidana yang 
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berupa pembatasan gerak yang dilakukan dengan menutup pelaku tindak pidana 

dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu mentaati 

semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam Lembaga Pemasyarakatan yang 

dikaitkan dengan tindakan tata tertib bagi pelaku tindak pidana yang melanggar 

peraturan tersebut.
2
 Adapun proses peradilan pidana merupakan struktur, fungsi, dan 

proses pengambilan keputusan oleh sejumlah Lembaga, seperti Lembaga Kepolisian, 

Lembaga Kejaksaan, Lembaga Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan yang 

berkenaan dengan penanganan pelaku tindak pidana. 

Pada KUHP yang menganut Single Track System, yaitu penjatuhan sanksi hanya 

meliputi pidana yang bersifat penderitaan saja sebagai bentuk penghukumannya. 

Sedangkan Double Track System pada RUU-KUHP adalah penjatuhan sanksi tidak 

hanya mengatur mengenai sanksi pidana saja tetapi juga mengatur mengenai sanksi 

tindakan. Sanksi pidana dan sanksi tindakan merupakan dua jenis sanksi yang 

berbeda.
3
 Sanksi pidana lebih menekankan kepada unsur pembalasan sedangkan 

sanksi tindakan lebih berorientasi kepada perlindungan masyarakat dan pembinaan.  

Penjatuhan pidana yang memiliki tujuan sebagai aspek pembalasan dan sebagai aspek 

perbaikan atau rehabilitasi. Akan tetapi pada prakteknya penjatuhan pidana lebih 

cenderung kepada pembalasan saja. Penjatuhan pidana penjara merupakan salah satu 

jenis pemidanaan yang digunakan kepada terpidana sebagai pembalasan atas 

kejahatan yang telah dilakukannya.  Dalam beberapa kasus pidana, ada yang 
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sebenarnya tidak perlu dijatuhkan nestapa berupa pidana penjara. Contohnya dalam 

kasus kejahatan terhadap kekayaan yang nilai kerugiannya dibawah dua juta lima 

ratus ribu rupiah. 

Kejahatan terhadap harta benda sebagai contohnya adalah pencurian ringan, 

penipuan, dan penggelapan yang nilai kerugiannya kecil apabila dijatuhkan hukuman 

berupa pemidanaan yang dampaknya akan sangat luas. Seperti kasus pencurian 3 

buah kakao yang dilakukan oleh seorang nenek bernama minah untuk ditanam di 

kebun kecil miliknya karena tidak memiliki uang untuk membeli bibit. Yang 

kemudian dilaporkan dan diproses secara hukum. Nenek minah dijatuhi hukuman 

percobaan selama 1 bulan 15 hari oleh hakim.
4
 Dan kasus-kasus lainnya yang sejenis 

dengan kasus tersebut. Oleh karenanya, dibutuhkan suatu alternatif penjatuhan pidana 

selain dari pidana perampasan kemerdekaan. Seperti pidana denda yang dapat 

diefektifkan agar memiliki manfaat yang tidak kalah dengan pidana penjara. 

Pada Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU-

KUHP), pidana denda sudah dioptimalkan penggunaannya. Besaran nilai mata uang 

yang digunakan juga sudah disesuaikan dengan nilai mata uang saat ini, sehingga 

dalam penjatuhannya hakim tidak perlu ragu karena nilai mata uang yang sudah 

berbeda jauh dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pada Rancangan-Undang-

undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pidana denda sudah dikategorikan 

sesuai dengan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan. 
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Berdasarkan pada uraian diatas makan penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi 

“Perspektif Penjatuhan Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Terhadap Harta benda 

Menurut Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 

2012.” 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

 

 

1. Permasalahan 

 

 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik 

beberapa permasalahan yang dapat dibahas lebih lanjut. Adapun beberapa 

permasalahan yang dapat diangkat dalam skripsi ini, yaitu: 

a. Bagaimanakah sistem penjatuhan pidana denda dalam tindak pidana terhadap 

harta benda menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)? 

b. Bagaimanakah perspektif penjatuhan pidana denda dalam tindak pidana terhadap 

harta benda menurut Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana (RUU-KUHP) Tahun 2012? 

 

2. Ruang Lingkup 

Adapun ruang lingkup penulisan skripsi ini dibatasi pada bidang Hukum Pidana 

Materiil khususnya meliputi subtansi penjatuhan pidana denda dalam tindak pidana 

terhadap harta benda menurut Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana Tahun 2012 dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah: 

a. Untuk mengetahui sistem penjatuhan pidana denda dalam tindak pidana terhadap 

harta benda menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP); 

b. Untuk mengetahui bagaimana perspektif penjatuhan pidana denda dalam tindak 

pidana terhadap harta benda menurut Rancangan Undang-undang Kitab Undang-

undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) Tahun 2012. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi perspektif penjatuhan 

pidana denda dalam tindak pidana terhadap harta benda menurut Rancangan Undang-

undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) Tahun 2012. 

1. Kegunaan Teoritis 

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memperkaya konsep dan teori yang terdapat 

membantu perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya dalam hal 

perspektif penjatuhan pidana denda dalam tindak pidana terhadap harta benda. 
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2. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang baik dan benar, dan 

juga diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi 

akademisi serta kalangan praktisi hukum dalam bidang hukum pidana. 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual  

 

 

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari 

hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk 

mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh 

peneliti.
5
 

Kerangka teori yang digunakan di dalam penelitian ini adalah teori absolut dan teori 

pembaharuan pidana. Teori absolut berorientasi ke belakang, maksudnya adalah 

pembalasan harus yang setimpal dengan perbuatan. Menurut teori ini pidana 

dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak 

pidana. Pidana dalam hal ini merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu 

pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.
6
 Teori ini adalah teori yang 

digunakan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. 
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Teori Pembaharuan pidana menurut Barda Nawawi Arief adalah pembaharuan pidana 

pada hakekatnya mengandung makna suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan 

reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-

filosifik, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, 

kebijakan kriminal, dan kebijakan penegak hukum.
7
 Pada pelaksanaannya penggalian 

ini bersumber kepada Hukum Adat, Hukum Pidana Positif, Hukum Agama, Hukum 

Pidana negara lain, serta kesepakatan Internasional mengenai materi Hukum Pidana. 

Pembaharuan pidana dapat dilandaskan pada tiga alasan yaitu alasan politik, alasan 

sosiologis dan alasan praktis. Dipandang dari sudut politik, Indonesia sudah 

seharusnya memiliki Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang sesuai 

dengan Ideologi dan keadaan masyarakatnya. Sedangkan alasan sosiologisnya adalah 

pengaturan dalam hukum pidana merupakan cermin dari ideoligi politik suatu negara 

dalam hal ini Indonesia. Sedangkan alasan secara praktis adalah kenyataan bahwa 

teks resmi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) masih dalam bahasa 

Belanda, sehingga harus segera dilakukan pembaharuan pidana. 

Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pidana denda diatur dalam Pasal 

10 Jo Pasal 30. Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur 

mengenai pidana pokok dan pidana tambahan, pidana denda dalam hal ini masuk ke 

dalam pidana pokok. Sedangkan Pasal 30 Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

(KUHP) menyatakan bahwa: 
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a Ayat (1), Pidana Denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh sen; 

b Ayat (2), jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan; 

c Ayat (3), lamanya pidana kurungan pengganti sedikitnya satu hari dan paling 

lama enam bulan; 

d Ayat (4), dalam putusan hakim, lamanya pidana kurungan pengganti ditetapkan 

demikian: jika pidana denda tujuh rupiah lima puluh sen atau kurang, dihitung 

satu hari; jika lebih dari tujuh rupiah lima puluh sen dihitung paling banyak satu 

hari demikian pula sisanya yang tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen; 

e Jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena penggabungan atau 

pengulangan, atau karena ketentuan Pasal 52 dan 52a, maka pidana kurungan 

pengganti paling lama delapan bulan. 

f Pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan. 

Pada delik pencurian pada Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) 

pencurian diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan pidana denda 

sebanyak Rp.900,00 (sembilan ratus rupiah). 

Pada Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU-

KUHP) dikenal sistem minimum khusus. Dalam sistem minimum khusus ini delik-

delik yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 tahun sajalah yang dapat 

diberikan ancaman minimum khusus, karena delik tersebut dapat digolongkan 

sebagai delik yang sangat serius.
8
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Pada Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana juga 

menggunakan sistem pengkategorian pidana denda. Pengkategorian ini bertujuan 

untuk memudahkan penjatuhan pidana denda bila terjadi perubahan nilai mata uang. 

Berikut ini merupakan nilai pidana denda dalam Rancangan Undang-undang Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) berdasarkan pengkategorian: 

a Kategori I, pidana denda sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu 

rupiah); 

b Kategori II, pidana denda sejumlah Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu 

rupiah); 

c Kategori III, pidana denda sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); 

d Kategori IV, pidana denda sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta 

rupiah); 

e Kategori V, pidana denda sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); 

f Kategori VI, pidana denda sejumlah Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). 

Delik pencurian dalam Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana (RUU-KUHP) diatur dalam Pasal 594 sampai dengan pasal 600. Pada Pasal 

594 Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) 

delik pencurian diancamkan dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda 

Kategori IV. Denda kategori IV berjumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta 

rupiah). 
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2. Konseptual 

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara 

konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan 

istilah yang ingin diteliti.
9
 Adapun istilah-istilah yang akan dipergunakan dalam 

penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Perspektif adalah paradigma atau pandangan.
10

 Pola berpikir yang akan 

mensyarati kepahaman interpretatif seseorang secara individual atau sekelompok 

orang secara kolektif pada seluruh pengetahuan berikut teori-teori yang dikuasai 

dengan keyakinan sebagai teori yang sebenar-benarnya. 

2. Pidana Denda adalah pidana berupa pembayaran sejumlah uang oleh terpidana 

berdasarkan keputusan pengadilan.
11

 

3. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan 

yang disertai dengan ancaman berupa pidana tertentu bagi yang melanggarnya.
12

 

4. Harta benda adalah barang atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
13

 

 

E. Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sistematika penulisan yang sistematis 

untuk membahas permasalahan yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui keseluruhan 

                                                           
9
 Soekanto, Soerjono.1983.Sosiologi Suatu Pengantar.UI.Press.Jakarta  

10
Kamus Besar Bahasa Indonesia.2002.Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka. 

11
Ibid, Kamus Besar Bahasa Indonesia. 

12
Ibid, Kamus Besar Bahasa Indonesia. 

13
Ibid, Kamus Besar Bahasa Indonesia. 
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isi dari penulisan skripsi ini, maka dibuat suatu susunan sistematika secara garis besar 

sebagai berikut: 

I.  PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang penulisan. Dari uraian latar belakang 

tentang perspektif penjatuhan pidana denda dalam tindak pidana terhadap harta benda 

dalam Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU-

KUHP) Tahun 2012, tersebut dapat ditarik suatu pokok permasalahan mengenai 

penjatuhan pidana denda menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan 

Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) dan 

ruang lingkup, tujuan, dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis, dan konseptual 

serta menguraikan tentang sistematika penulisan. 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini merupakan pengantar pemahaman terhadap dasar hukum, pengertian-

pengertian hukum mengenai pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat 

teoritis mengenai pidana denda. Yang membahas mengenai pidana dan pemidanaan, 

pidana denda dan pengaturannya di Indonesia. 
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III.  METODE PENELITIAN 

Bab ini berisikan tentang jenis dan tipe penelitian, pendekatan masalah secara yuridis 

normatif, data dan sumber data, pengumpulan dan pengolahan data, serta 

penganalisisan data. 

IV.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini memuat tentang sistematika hasil penelitian mengenai sistem penjatuhan 

pidana denda menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Rancangan Undang-

undang- Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pembahasan mengenai perspektif 

penjatuhan pidana denda dalam tindak pidana terhadap harta benda. 

V.  PENUTUP 

Bab ini berisikan, mengenai kesimpulan dan saran yang merupakan hasil akhir dari 

penelitian dan pembahasan dengan permasalahan yang telah dibahas. 

 


